
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 130,Tambahan 
Lernbaran Negara Nomor 5049); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tcntang 
Perirnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pernerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Ta h un 2004 Nomor 126, Tarnbahan Lernbaran 
Negara Nomor 4438j; 

I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tcruang 
Pernbenrukan Dacrah-dacrah Tk. II di Sulawesi 
[Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nornor 1822); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagairnana 
dirnaksud pada huruf a , dan sambil rnenunggu 
dite tapkan dengan Peraturan Daerah, perlu me netapkan 
Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi 
Pengawasan Kualitas Air di UPTD Laboraioriurn 
Keseharan Kabupatcn Kolaka; 

a. bahwa penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan sebagai 
bagian integral dari pclayanan kesehatan harm; 
diselenggarakan secara berrnutu, rncrata dan terjangkau 
sangat diperlukan untuk mendukung pelayanan 
Laboratorium Kesehatan yang baik guna meridukung 
peningkatan derajat kesehatan masyarakat baik secar« 
individu/ perorangan maupun sccara luas bagi 
masyarakat mclalui kegiatan pernerik saan kuaJitas 01r 
bersih/minum yang memenuhi syarat kesenatan; 

Menimbang 

DENGAN RJ\HMAT TU HAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KOLAKA, 

BUPATI KOL,AKA 

PROVINS! SULAWESI TEN(;GARA 

PERATURAN BUPATI KOLAK.A 

NO MOR ). ~ TAH UN 20 J 6 

TENT ANG 

PENYESUAIAN TARIF RE,'TRIBUSI PENGAWASAN KUALITAS AIR 
01 UPTD LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN l<OLAKA 



14. Pcraluran Bupati Kolaka Nornor 13 Tahun 2008 te11tang 
Pernbcntukan Orgunisusi dun Tata Kerja Unit Pclaksana 
Teknis Dinas (UPTDJ Gudang Farrnasi dan dan Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Kcseharan 
Kabupaten Kolaka. 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 
2009 ientang Urusan Pemerintahan yang mcnjadi 
Kewenangan Dacrah Kabupaten Kolaka; 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 
2004 tentang Rctribusi Pengawasan Kualitas Air; 

11. Peraturan Mentcri Kcschutan Nomor 736/Menkes/ Per/ 
VI/2010 ten tang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air 
Min um; 

10. Peraturan Mentcri Kesehatan Nornor 492/Menkes/Pcr/ 
IV /2010 ten tang Persyaratan Kualitas Air Minum; 

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 364jMenkes/S1'/JI/ 
2003 tentang Laboratoriurn Kesehatan; 

8. Peraturan Pemcrintah Nomor 41 Tahun 2007 te ntaug 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2007 Nomor 89,Tambahan Lernbaran Negara Nomor 
4741); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 teruang 
Ad min istrasi Pcrneriritahan (Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 292,Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Repubiik 
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244,Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbagairnana 
tciah diubah beberapa kali te1 akhir dcngan Undang 
Undang Nomor () Tahun 2015 ientang Perubahan kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang 
Pcrnerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58,Tambahan Lernbara n 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor l 2 Tahun 20 l 1 ten tang 
Pernbemukan Pcraturan Perundang-undangan 
[Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 I l 
Nornor 82, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

4. Vndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 14,Turnbahan Lernbaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5063); 



Dalarn Peraturan Bupati Kolaku ini yang dimaksud dcr.gan : 
I. Daerah adalah Kabupatcn Kolaka. 
2. Perner intah Daerah adalah Pemeriruah Kabupaten Kolaka. 
3. Bupati adalah Bupati Kolaka. 
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehaian Kabupaten Kolaka. 
S. Kepala Dinas adalah Kcpala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka. 
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kahupatcn Kolaka. 
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD ad ala Ii 

merupakan pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan. 
8. Unit Petaksana Teknis Dinas l.aboratoriutn Kesehatan selanjutnya 

disingkat UPTD Lab.Kes adalah merupakan unsur pelaksana icknis 
operasional Dinas yang melaksanakan sebagian tugas clan fungsi Dinas 
Keseharan Kabupaten Kolaka. 

9. Laboratoriurn Kesehatan aclalah sarana keschatan yang melaksanakan 
pcngukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari 
rnanusia atau bahun bukan berasal dari rnanusia untuk pcncncuan jcnis 
penyak it, penyebab penyakit, kondisi keschatan atau fakror yang dapat 
berpe ngaruh pada keschatan perorangan clan masyarakat. 

11. Laboraroriurn Klinik adalah Laboratorium kcsehatan yang melaksanakan 
pelayanan perneriksaan di bidang hernatologi, kirnia klinik, mikrobiologi 
klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatorni dan atau 
bidang lain ycu1g berkaitan dengan kcpentingan kesehatan perorangan 
terutarna untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan 
penyakit dan pcrnulihan kesehatan. 

12. Laboratorium Kcsehatan Masyarakat adalah Laboratoriurn kesehata n yang 
mclaksunakan pelayanan pemeriksuun di bidang mikrobiologi, fisik«. kirni.i 
dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan keschatan 
masyarakat clan kcsehatan lingkungan terutarna untuk menunjang upaya 
penccganan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat. 

13. Air rninurn adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses 
pengolahan yang mernenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung 
diminum. 

14. Pcnyelcnggara air minurn adalah badan usaha milik negara/ badan usaha 
milik daerah, koperasr, badan usaha swasta, usaha perorangan, kelompok 
masyarakat clan/ arau individual yang melakukan pcnyeleriggaraan 
penyediaan air minum. 

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah disingkat SKRD adalah Surat Keputusan 
yang rnenentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang. 

Pasul 1 

KETENTUAN UMUM 

BAB I 

PE:RATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARII· 
RETRIBUSI PENGAWASAN KUAUTAS AIR 01 UPTt.: 
LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN KOLAl(A 

Mcnetapkan 

MEMUTUSKAN : 



( l) Laboratorium Kcsehatan dalam melakukan pemcr iksaan harus atas dasar 
permintaan tertulis. 

(2) Pcrrnintaan tcrrulis yang dimaksud pada ayaul) bagi Laboratoriurn Klinik 
be rasal dari : 
a. Dokter. 
b. Dokrer Spc sialis. 
c. Dokter gigi/dokter g1g1 spesialis uncuk pcrncriksaan keperluan 

kese hatan gigi <Jan mulut. 
d. Biclan untuk pemeriksaan kcharnilan dan kesehatan ibu. 
c. lnstan si pemerintahan untuk kcpcntingan pcnegakan hukurn. 

(3) Perrnintaan tcrrulis yang dirnaksud pada ayatj I] bagi Iaboratoriurn 
keschatan masyarakat bcrasul dari : 
a. Masyarakut, 
b. Pcrora ngan, 
c. Inst ansi pemerinlah clan atau swasta 

Pasal 4 

( l) Labora tori um Kcsehatan dilarang rncngiklankan hal- hal yang bcrtcn 
tangan dengan norrna yang bertaku dalam masyarakai. 

(2) Matcri iklan Laboratoriurn Keschatan hanya diperkenankan berkaitan de 
ngan ternpat dan produk pelayana« Laboratorium. 

Pasal 3 

Dalarn mcnyclenggarakan pclayauan. Laboratoriurn Keschatan bcrkcwajiban 
untuk : 
a. Menghormati hak pengguna jasa 
b. Menyeleriggarakan pelayanan Laboratorium sesuai dengan standar 

pclayanan dan pedoman yang berlaku. 
c. Menyediakan pelayanan Laboratoriurn secara profesiorial dan rncnjagu 

mutu pelayanan Laboratoriurn. 
d. Menyelenggarakan pemantapan mutu internal dan rncngikuti kcgiaian 

pernantapan mutu ekstcrnal yang diakui oleh perneriruah bekerja sarna 
dengan organisasi profesi. 

e. Memasang papan nama yang minimal mcrnuat narna dan nornor izin 
Laboratoriurn kesehatan. 

f. Memperhatikan fungsi sosial. 
g. Mcnrbantu program pemerintah di bidarig pelayanan kesehaian kvpada 

masyarakat. 
h. Mcmbcrikan informasi kepada pcngguna jasa mengcnai hal-hal yang 

berkaitan dengan pemeriksaan Laborarorium yang akan dilaksanakan. 
1. Mcnjamin kerahasiaan identitas clan hasil pemeriksaan se suai dcngan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
J· Mcnyelenggarakan upaya kesehatan dun kcselamatan kerja 

Pasal 2 

PELAYANAN LABORATORIUM KESEHATAN 

BAB II 



( l ] Laboratoriurn Kcsehatan hanya dapat melaksanakan perner iksaan se suai 
dcngan kernarnpuannya, clan wajib mcrujuk pernerik saan ke Laboratoriurn 
Kesehatan yang lebih marnpu melukukan pcmcrik saan lcbih lanjur. 

(2) Laboratoriurn Kesehatan yang merujuk pcrncriksaan sebagaimun.i 
dimaksud pada ayat (I) harus menyarnpaikan hasil perneriksaan rujukan 
yang a sli kepada pengguna jasa Laboratoriurn. 

(3) Laboratoriurn Kcschatan rujukan scbagaimana dirnaksud pada ayar (2) 
harus mernberikan inforrnasi tentang metode pernerik saan yang digunakan 
kcpada Laboratorium Kcschatan yang mcrujuk. 

Pasal 7 

RUJUKAN 

BAB IV 

(I) Laborarorium Kcsehatan dalam rnenentukan besaran tarif pclayanan 
harus mernper hatikan kernampuan ekoriomi masyarakat setempai. 

(2) Besaran tar if pelayanan didasarkan pada pcrhitungan harga satuan 
setiap jcnis pemeriksaan ditambah jasa lain. 

(3j Harga saiuun sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dihuung dari biay.i 
bahan, jasa pelayanan serta biaya sarana Laboratoriurn Kcsehatan. 

(4) Pclak sa.raan perhitungan tarif sebagairnana dimak sud pada ayat ( 1 ),f2), 
clan (3) se suai dengan pedoman tarif yang tclah diterapkan berdasarkan 
pcraturan pcrundang-undangan yang bcrlaku. 

Pasal 6 

TARIF 

BAB III 

( l) Setiap Laboratorium kesehatan wajib melaksanakan pcncatatan dan 
pelaporan mengenai pelaksanaan kegiaian Laboratoriurn. 

{2) Pe ncatatan scbagairnana dirnaksud pada ayat ( l l meliputi : 
a. Surat perrnintaan perneriksaan 
b. Hasil perncriksaan 
c. Basil pernaruapan rnutu 
d. Hasit rujukan 

(3) Pelaporan kegiatan l.aboratorium rncliputi pula Iaporan mengen;u 
penyakir mcriular. kejadian luar biasa dan hal lain sesuai kctcntuau 
pcraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Pcrnusnahan arsip pencatatan dan pclaporan scbagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kctcntuan peraturan perundang 
undaru.an yang berlaku. 

Pasal 5 



pribadi atau Badan yang rncndapat 
air pada UPTD Laboratorium Kesehatan 

(1) Subyek Rctribusi adalah orang 
pelayanan perneriksaan kualitas 
Kabupaten Kolaka. 

Pasal 12 

Obyck Retribusi Pelayanan Pcmeriksaan Kualitas Air di U!Yl'D Laboratoriurn 
Kcsehatan Kolaka meliputi : 
a. Perneriksaan Kualitas Fisika Air Bersih/ Min um, 
b. Pemcrik saan Kualitas Kirnia Air Ber-sib r Mirium, 
c. Pcmcriksaan Kualitas Mikrobiologi Air Bersih/Minum, 
d. Pcmeriksaan Bahun Berbahaya pada Makanan / Minuman, 
c. Pcmer ik saan Laboratoriurn Kesehataan Iainnya. 

Pasal 11 

Dengan Narna Rctribusi Pelayanan Pemcriksaan Kualitas Air dipungut Rctribusi 
Pclayana n Perncriksaan Kualitas Air di UPTD Laboratorium Kesehatan 
Kabupaten Kolaka. 

Pasal 10 

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI 

BAB Vil 

dan pengawasan scbagaimana 
Tim dengan rncngikutscrtakan 

Dalarn rangka pclaksanaan pernbinaan 
dirnaksud pada ayat ( l) dapat dibcntuk 
organisasi profesi terkaii. 

(2) 

(l) Pernbinaan dan pengawasan rerhadap penyclcnggaraan Laboraiorium 
Keschatan dilakukan olch Mentcri Keschatan, Kepala Dinas Keschatan 
Provins] Sulawesi Tcnggara dan Kepala Dinas Kese hatan Kabupaten Kolaka 
sccara berjenjang, scsuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
bcrlak u. 

Pasal 9 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

BAB VI 

Laboratoriurn Kcsehatan wajib mengikuti akreditasi Laboratoriurn yang 
diselcnggar akan oleh instan si yang diakui secara nasional atau iuternasional 
sesuai rlengan ketentuan peraruran perundang-uudangan yang berlaku. 

Pasal 8 

AKREDITASI 

BABV 



b. Pcme riksaan Kualitas Air scsuai parameter Kirnia 
Pemeriksuan parameter kirniawi (parameter yang tidak berhubungan 
langsung dengan kcsehatan] meliputi : 
1) Aluminium(AI) ;Rp. 20.000, /Samp.-1 

( 1) srruktur tarif dapat digolongkan berdasarkan jcnis pclayanan 
pcmeriksaan kualitas air di UPTD Laboratoriurn Kesehatan. 

(2) Struktur dan be sarnya iarif pclayanan pcmerik.saan k ualit as air di UPTD 
Laboratorium Kesehatan diterapkan scbagai berikut : 
a. Pcrncriksaan Kualitas Air scsuai parameter Fisik 

Perncriksaan parameter fisik mchputi : 
Ji J3au ;Rp. 15.000,-/Samp.:J 
2) Warna ;Rp. 15.000,-/Sampel 
3) Total zar, padat tcrlar ut (TDS) ;Rp. 30.000,-/Sampel 
4) Kekcruhan ;Rp. 15.000,-/Samp<"I 
5) Rasa ;Rp. 15.000,-/Sampel 
6) Suhu ;Rp. 15.000,- /Sarno,:! 

Pasal 15 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN LABORATORIUM 
KESEHATAN 

BAB IX 

Prinsip dun sasaran dalam penctapan struktur clan be sar nya tarif Rctribu si 
adalah uruuk mcnutupi sebagian biaya penyelcnggaraan pelayan.m 
perneriksaan kualitas air dengan mempertirnbangkan kcmampuan masyarakat 
dan aspek keadilan 

Pasal 14 

Kornponen tarif pelayanan perneriksaan Luboratorium Kesehatan meliputi : 
a. Komponen tarif kelompok perorangan pcrnilik sarana air bersih, 
b. Kornponcn tarif kelornpok pernilik surana AMIU (Air Minum lsi Ulang) 
c. Kornponcn tarif kclornpok pem.lik sarana AMOK (Air Minurn Dalarn 

Kema san}, 
d. Komponcn iarif kelompok pemilik sarana PDAM/IKK [Perusahaan Dacrah 

Air Munurn/ Inst alasi Kow Kccarnaum] 
c. Kornponen rarif kclompuk pcngclola saruna air bersih perpipaan di 

masyarakat (UPS,PAMSIMAS,PNPM,dl!), 
f. Korupo ncn tarif kelornpok instunsi p,:rncrintah/µerkantoran, 
g. Kornponen tarif kelompok Tempat-Tcrnpat Um urn. 

Pasal 13 

KOMPONEN TARIF 

BAB VIII 

(2) Wajib f~elribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mcnurut keicmuan 
peraturan perundang-un<langan Rctribusi diwajibkan untuk rnelakukan 
pern bayaran Retribusi 



v 

(1) Rctribusi yang ierutang dipungut diwilayah Kabupaten Kolaka. 
(2) Rctribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokurnen lain yang 

diper lukan. 
(3) Doi<umen lain yang diperlukan sebngaimana dimaksud pada ayai (2j dup.u 

berupa karcis, kupon, dan aiau kartu langganan. 
(4) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat i2) disetor kepada : 

a. 70% kc Kus Daerah. 
b. 30'% 'ce UPTD Laboratoriurn Kcschatan uruuk biaya opcrasional. 

Pasal 16 

TATA CARA PEMUNGUTAN 

BABX 

f. Biaya pengambilan sampel di Lapangan ( transport ) dibcbankan kepuda 
pcrnohon scsuai dengan Peraturan Bupati Kolaka yang berlaku. 

;Rp. 5.000,-/ slide 
;Rp. 5.000,-/slide 

:~0.000,- /Sampcl 
30.000,-/Sampcl 
·10.000,-/Sampel 

c. Pcrncriksaan Iainnya di UPTD Laboratoriurn kesehetan 
Pcrucriksaan lainnya meliputi : 
1) Crcscheck P2.TB 
2) Crosscheck P2.Malaria 

;Rp. 
;Rp. 
;Rp. 

d. Pcrncriksaan bahan berbahaya pada Makanan/Minuman 
Pcrneriksaan bahan bcrbahaya mcliputi : 
1) Be rax 
2) F'()rnmlin 
3) Rhodamin 

;Rp. 200.000,-/Sampcl 
;Rp. 200.000,-/Sampel Total Ba ktcri Coliform 2) 

c. Pcrneriksaan Kualitas Air sesuai parameter Mikrobiologi, 
Pemeriksaan parameter mikrobiologi meliputi : 
1) E.Coli 

;Rp. 220.000,-/Sampel 
;Rp. 25.000,-/Sampcl 
;Rp. 30.000,-/Sampcl 
;Rp. 15.000,-/Sampcl 
;Rp. 30.000,-/Sampcl 
.Rp. 25.000,-/Sampel 

Pcmeriksaan parameter kimia an-organik [paramatcr yang berhubungan 
langsung dengan kesehatan) meliputi : 
I) Arsen(Asj 
2) fluorida(F') 
3) Total KrorniumK'r) 
4) Nitrit , [sebagai N02) 
5) Nitrat (sebagai N03·) 
6) Sianida(Cn) 

J 5.000,-/Sampel 
20.000,-/Sampel 
25.000,-/Sampc:l 
20.000,-/Sampel 
35.000,-/ Sampcl 
30.000,-/Sampel 
10.000,-/Sampd 
30.000,-/Sarnpel 
25.000,-/Sampcl 

;Rp. 
;Rp. 
;Rp. 
;Rp. 
;Rp. 
;Rp. 
;Rp. 
;Rp. 
;Rp. 

2) Besi(Fe) 
3) Kcsadahan(CaCO:;) 
4) Khlorida(Cl) 
5) Mangan(Mn) 
6) pH 
7) Scng(Zn) 
8) Sulfat(S04) 
9) Tcmbaga(Cu) 
10) A.nonia(NH3J 



SERITA DAERAH KABUPATEN KOL.AKA TAHUN 2016 NOMOR .l."'f 

Diundangkan di Kolaka l 
l pada tangga: a. 9 - .J0/6 

II. SEKRET/\RIS D/\£RAH KABUPATEN KOLAKA, • 

vrJ. - i II. POITU MURTOPO 

Diierapkan di Kolaka 
pada tanggal f:} • f · aor« l. BUPATI KOLAKA\i_.- 

~ 
~ H. AHMAD ?AFEI 

Peraiuran Bupati Kolaka ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar scriap orang rnengctahuinya, mernerintahkan pcngundangan pcraturan 
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Serita Dacrah Kabupaten Kolaka. 

Pasal 18 

Hal-ha! yang belurn cukup diatur dulam peraturan Bupau ini scpa njang 
rnenyangkul tehnis pelaksanaan yang berhubungan dengan kegiatan di UPTD 
L'3borawriurn Kesehatan akan diatur lcbih lanjut dengan Kcputusan Bupati 
Kolaka. 

Pasal 17 

KETENTUAN PENUTUP 

BAB XI 




